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ABSTRACT

Taxes are seen as very important in the country because taxes increase the
social welfare of the people. Especially in Value Added Tax (VAT) has a strategic
and significant role in state revenues in the taxation sector, it is unfortunate in the
potential income from taxes that Indonesia has not been able to be utilized
properly for the welfare of the nation and state.

Because many people or taxpayers who commit criminal acts of Fictitious
Value Added Tax (VAT). The perpetrators violate applicable rules and legal
norms. In this thesis will be discussed the occurrence of Tax Crime through
Fictitious Value Added Tax (VAT) Data and Tax Criminal Sanctions
Responsibility through Fictitious Value Added Tax (VAT) Data. The research
method used in writing this study uses a normative juridical approach. The
procedure of data collection is done with a literature study and the analysis used
in this paper is qualitative analysis. Based on the results of the discussion it can
be concluded that the occurrence of tax crimes through the Fictitious Value
Added Tax (PPN) data due to intentions by taxpayers based on the description of
the arrangement of article 38, article 39 and article 39A in Law No. 28 of 2007
concerning the third amendment to Law No. 6 of 1983 concerning KUP that
"every person intentionally ... imprisonment sanction of at least 2 (two) years and
no later than 6 (six) years and a fine of at least 2 (two) times the amount of tax in

the tax invoice ... "

Keywords: Tax Crime, Tax Criminal Sanctions, Fictitious Value Added Tax (VAT)
Data
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ABSTRAK

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara karena pajak meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara
dalam sektor perpajakan, sangat disayangkan dalam potensi pemasukan dari
pajak yang dimiliki Indonesia belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi
kesejahteraan bangsa dan negara.

Karena banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang melakukan Tindak
Pidana Data Fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pelaku melanggar
aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam skripsi ini akan dibahas
Terjadinya Tindak Pidana Perpajakan melalui Data Fiktif Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pertanggung Jawaban Sanksi Pidana Perpajakan melalui Data
Fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan skrispsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur
pengumpulan data di lakukan dengan dengan studi pustaka dan analisis yang di
gunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana
Perpajakan melalui Data Fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena
kesengajaan oleh Wajib Pajak berdasarkan uraian pengaturan pasal 38, pasal 39
dan pasal 39A dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU
No. 6 Tahun 1983 tentang KUP bahwa “ setiap orang dengan sengaja.... sanksi
pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak....”

Kata kunci : Tindak Pidana Perpajakan, Sanksi Pidana Perpajakan, Data Fiktif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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